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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur
bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, dalam hal
mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka diperlukan adanya Aparatur Sipil
Negara (ASN) sebagaimana Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.
Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan
tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan
dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam melaksanakan tugasnya, ASN harus menjunjung dan mengimplementasikan
nilai-nilai dasar ASN. Nilai- nilai dasar tersebut antara lain Berorientasi Pelayanan,
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif atau yang sering
disebut sebagai nilai BerAkhlak. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN
yaitu berAkhlak maka diharapkan ASN sebagai unsur aparatur negara dapat
menyelenggarakan pemerintahan yang mempunyai pelayanan yang prima serta dapat
memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan ASN juga dituntut terus
berinovasi kearah digitalisasi untuk tercapainya SMART ASN.

Demikian pula bagi birokrasi pemerintahan, yang seiring perkembangan zaman,
harus dapat bertransformasi dan selalu berubah ke arah yang lebih baik. Transformasi
pada birokrasi pemerintahan dipandang sebagai suatu keharusan untuk dilakukan, dalam
berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Terlebih bila kita menghubungkan
transformasi ini dengan perkembangan teknologi dan informasi, dengan lahirnya era
revolusi industri generasi keempat.

Proses transformasi digital untuk layanan pertanahan di Kementerian Agraria dan



Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR/BPN) terus dilakukan secara
bertahap dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN ingin
memastikan proses peralihan tersebut berjalan dengan lancar. Penguatan pada faktor
pendukung internal dan eksternal pun selalu diupayakan, agar kualitas layanan bagi
masyarakat akan semakin baik.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah sebagai mandat dari
Kementerian ATR/BPN, dibentuklah Kantor Wilayah di tingkat provinsi dan Kantor
Pertanahan pada tingkat kabupaten/ kota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48
Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 adalah instansi
vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Kota
Administrasi Jakarta Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik
kegiatan pelayanan harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga
negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Berkaitan dengan hal
tersebut, Kantor Pertanahan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan
pendaftaran tanah pada masyarakat harus meningkatkan kualitas dan menjamin
penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan SERTA
kegiatan harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan
penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Beberapa jenis layanan pertanahan menurut Pasal 5 Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan, yaitu:

1. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;

2. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;



3. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;

4. Pengukuran Bidang Tanah;

5. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan

6. Pengelolaan Pengaduan

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, bahwa pelayanan pertanahan harus memenuhi asas-asas pendaftaran tanah yaitu
Asas Sederhana, Asas Aman, Asas Terjangkau, Asas Mutakhir, Asas Terbuka.

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai loket pelayanan
yang terletak di bagian depan kantor. Salah satu fasilitas pada loket pelayanan di Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah loket informasi yang digunakan untuk
para pengunjung atau pemohon mencari informasi seperti syarat, jangka waktu, perkiraan
biaya dan alir permohonan serta menanyakan kelengkapan berkas sebelum diajukan ke
loket pendaftaran.

Fasilitas informasi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat seperti
syarat, jangka waktu, perkiraan biaya sudah termuat dalam poster yang ditempel pada
loket pelayanan, begitu juga pada Aplikasi SENTUH TANAHKU yang tersedia di pojok
mandiri loket pelayanan Kantor Pertahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, namun yang
membuat menjadi kurang optimalnya layanan pada loket Informasi Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah belum termuatnya informasi mengenai alir proses
secara fisik, begitu juga pada aplikasi yang sudah diluncurkan oleh Kementrian
ATR/BPN vyaitu SENTUH TANAHKU juga belum memuat mengenai alir proses.

Melalui media sosial Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, sudah pernah diunggah
mengenai beberapa informasi alir permohonan, namun hal tersebut menurut penulis tidak
cukup efektif karena unggahan tersebut sudah lama. Saat ini informasi alir permohonan
lebih banyak di dapatkan melalui bertanya pada loket informasi, namun ketersedian
Sumber Daya Manusia, Fasilitas dan Keterbatasan ruang tempat juga menjadi kendala
ditambah lagi tingkat pengunjung dan/atu pemohon yang datang sangat tinggi terutama
untuk jenis layanan peralihan hak karena waris yang termasuk dalam kelompok layanan
Pemeliharaan data pendaftaran tanah yang masih banyak dimohonkan oleh orang pribadi
dengan atau tanpa kuasa dalam artian tidak melalui pengurusan jasa Notaris/Pejabat
Pembuat Akta Tanah.



Oleh karenanya, dibutuhkan suatu media yang diharapkan dapat menjawab
hambatan dan tantangan tersebut. Dalam aktualisasi ini akan dibuat media berupa qr code
yang memuat mengenai informasi alir proses peralihan hak karena waris yang di letakan
pada loket informasi sebagai upaya terselenggaranya tranformasi digital dalam hal
penyedian informasi pertanahan dan untuk mewujudkan smart governent.

Adanya gr code yang memuat informasi alir merupakan bentuk optimalisasi dari
pelayanan pada loket informasi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang
diharapkan dapat membantu kinerja dari petugas loket dan diharapkan menambah
kenyamanan pengunjung karena tidak perlu antri lama untuk mencari informasi sehingga
membantu terwujudnya pelayanan prima di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta

Pusat.

B. Tujuan Organisasi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan
lembaga negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agraria/pertanahan dan tata ruang secara nasional. Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan visi dan misi untuk mendukung
pencapaian visi dan misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN. Visi Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2020 s.d 2024 adalah
“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan
Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional menetapkan misi: menyelenggarakan penataan ruang dan
pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan; dan
menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki tujuan:

1. Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan

rakyat;
2. Menyelenggarakan penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif dan

lingkungan hidup yang berkeadilan;



3. Menyelenggarakan pelayanan publik dan tata kelola kepemerintahan yang
berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan ke-3 yaitu menyelenggarakan pelayanan publik dan tata
kelola kepemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing, kementerian ATR/BPN
menetapkan sasaran strategis mewujudkan tata kelola kelembagaan yang komprehensif
dan berstandar kepemerintahan yang baik. Tata kelola kepemerintahan (governance)
yang baik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar transparansi, partisipasi, dan

akuntabilitas sebagai unsur utama.

C. Tugas Dan Fungsi

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan
dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang,
infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan,
penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang
dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan,
pemanfaatan ruang, dan tanah;

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang;

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang;

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan



6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi
di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Sesuai Pasal 27 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor
Pertanahan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas:

1. melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian
informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan
ruang;

2. Pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak
komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan
serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT.
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E. Program dan Kegiatan saat ini
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2022 antara lain:

No. Program Kegiatan

Penurunan Indeks Gini Ketimpangan

Program Penguasaan, Pemilikan Tanah

Pemilikan, Penggunaan Peningkatan Pendapatan Perkapita Penerima

dan Pemanfaatan Tanah Reforma Agraria

yang Berkepastian Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas

Hukum Tanah

dan Produktif Peningkatan kemudahan investasi

(Registering Property dalam EoDB)

Penertiban Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Pengaturan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces

Reform)

Program A: Program Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah

2. Pengelolaan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang

Pelayanan Pertanahan Pendaftaran Tanah dan Ruang

Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan
Kelembagaan dan PPAT

Penanganan Sengketa Pertanahan

Penanganan Perkara Pertanahan

Pencegahan dan Penanganan Konflik

Pertanahan

Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah




Konsolidasi Tanah dan Pengembangan

Pertanahan

Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan

Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial

Tematik Pertanahan dan Ruang

Survei dan Pemetaan Tematik

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Program B: Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah
3. Penyelanggaraan

Penataan Ruang

Program C: Dukungan Dukungan Manajemen dan Pelaksaan Tugas

Manajemen Teknis Lainnya di Daerah

Tabel 1Program dan Kegiatan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Dalam rangka mengoptimlisasi pelayanan pertanahan dengan memberikan informasi
alir proses peralihan hak karena waris melalui penyedian qr code merupakan wujud untuk
melaksanakan Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Pusat khususnya pelayanan Pendaftaran Tanah dan Ruang pada seksi
Pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT. Optimalnya layanan pertanahan yang
mengakomodir kebutuhan masyarakat merupakan aktualisasi dari nilai dasar ASN yaitu
nilai berorientasi pelayanan dan sesuai dengan tugas ASN yaitu memberikan pelayanan

publik yang profesional yang berkualitas.
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BAB Il
RANCANGAN AKTUALISASI

Identifikasi Isu

Pengertian Isu secara umum adalah peristiwa yang diartikan sebagai masalah yang
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), isu adalah masalah yang yang
dikedepankan untuk ditanggapi; kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin
kebenarannya; kabar angin; desas desus. Selanjutnya Kamus “Collins Cobuild English
Language Dictionary” (1993), mengartikan issue sebagai :

(1). “An important subject that people are discussing or arguing about” (2). “When

you talk about the issue, you are referring to the really important part of the thing that
you are considering or discussing”.

Secara sederhana isu dapat di artikan sebagai kejadian yang dianggap penting atau
dapat menjadi menarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk
didiskusikan. Rangkaian rancangan aktualisasi ini dimulai dengan mengidentifikasi isu
yang muncul dalam satuan kerja, isu yang muncul dan ditemukan dalam satuan kerja

antara lain :

1. Belum optimalnya layanan loket informasi alir proses peralihan hak karena

waris

Sesuai dengan lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan disebutkan bahwa peralihan hak
karena waris merupakan salah satu jenis layanan pada kelompok layanan
pemeliharaan data pendaftaran tanah. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah
satu petugas loket informasi, jumlah pengunjung yang datang untuk mencari
informasi mengenai proses waris perharinya bisa mencapai 5 pengunjung, bahkan
pernah mencapai 15 pengunjung dan kebanyakan dilakukan oleh pemohon prioritas

seperti pemohon yang datang langsung tanpa kuasa.

Belum adanya informasi mengenai alir proses peralihan hak karena waris baik yang
terpampang secara fisik seperti informasi syarat, jangka waktu dan biaya membuat
belum optimalnya layanan pertanahan pada loket informasi. Hal lain disebabkan
oleh tingginya tinggat pengunjung pada loket informasi dibandingkan dengan

jumlah petugas loket infomasi yang berdasarkan wawancara penulis dengan salah
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satu staff tata usaha hanya berjumlah 2 orang ditambah keterbatasan tempat dan
fasilitas dari loket informasi yang hanya menyediakan 1 meja dan 1 kursi. Salah
satu petugas loket informasi menambahkan, untuk melayani 1 pengunjung yang
bertanya mengenai proses waris bisa mencapai 30 menit, di mulai dari menjelaskan
tentang syarat atau memeriksa kelengkapan berkas yang sudah dibawa, kemudian
menjelaskan mengenai alir proses waris. Untuk menjelaskan alir proses sendiri

sudah memakan waktu 15 menit.

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebenarnya sudah menyediakan
poster tempel maupun media untuk mengakses aplikasi SENTUH TANAHKU
yang memuat informasi syarat, jangka waktu dan perkiraan biaya namun belum
memuat mengenai alir permohonan. Selain itu lewat media sosial Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebenarnya sudah pernah di unggah
mengenai alir permohonan, namun hal tersebut dinilai kurang efektif terlebih lagi
unggahan tersebut sudah dilakukan dalam waktu yang lama dan kurangnya
kesadaran dari pengunjung untuk memanfaatkan media yang sudah ada. Hal
tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan asas pendaftaran tanah yaitu asas
terbuka yaitu dalam pendaftaran tanah hendaknya selalu bersifat terbuka bagi
semua pihak, sehingga bagi yang membutuhkan informasi tentang suatu tanah akan

mudah untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan.

Saat ini, cara yang sering digunakan untuk memperoleh informasi alir permohonan
dapat diperoleh dengan bertanya kepada petugas loket informasi, namun hal
tersebut juga dinilai kurang efektif mengingat tingkat pemohon yang mencari
informasi alir permohonan sangat tinggi, ditambah lagi jumlah petugas dan
fasilitasnya kurang mendukung serta perbedaan kemampuan menangkap informasi
secara langsung dari pengunjung yang berbeda-beda, hal tersebut tidak sesuai
dengan asas sederhana bahwa dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar
ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedurnya mudah dapat dipahami oleh

pihak-pihak yang berkepentingan terutama para pemegang hak atas tanah.

Berdasarkan dari fakta yang telah diuraikan, informasi mengenai alir proses
merupakan hal penting disampaikan kepada para pengunjung yang akan
mendaftarkan berkasnya, untuk itu dipelukan sebuah inovasi yang efektif dan
efisien yang mudah difahami dan mudah diakses oleh pengunjung serta yang dapat

membantu kinerja dari petugas loket informasi.
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Gambar 1 Poster pada loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang sudah memuat mengenai
syarat, biaya dan waktu layanan namun belum memuat mengenai alir proses

Gambar 2 Menunjukan keterbatasan tempat untuk memuat informasi alir proses dan gambar ini diambil pada saat loket
pelayanan baru dibuka ditunjukan bahwa tingkat pengunjung tinggi.
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2. Belum optimalnya rekapitulasi blanko peminjaman buku tanah

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah memiliki ruangan khusus
penyimpanan berkas yang terdiri ruang penyimpanan Buku Tanah, Surat Ukur, dan
Warkah. Berkas-berkas tersebut sudah tersusun dijadikan 1 bundel per 50 berkas
per kelurahan, berkas tersebut juga telah tersusun rapi pada lemari besi yang
mempunyai fitur mudah dalam mencarinya tanpa bantuan alat lain meskipun terdiri
dari banyak bundel. Peminjaman arsip dalam hal ini buku tanah sering dilakukan
untuk kepentingan penelitian berkas misalnya seperti validasi buku tanah,
pengecekan sertipikat, penelitian karena adanya permohonan pemeliharaan data,
dan lain-lain. Mekanisme nya dengan cara mengisi blanko peminjaman berkas yang
sudah disediakan di ruang arsip, kemudian blanko tersebut dimasukan ke bendel
buku tanah yang dipinjam. Beberapa hal yang membuat kurang optimalnya
rekaptulasi blanko peminjaman buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Pusat disebabkan oleh rekaptulasi blanko peminjaman buku tanah masih
dituliskan secara manual dalam “daftar buku tanah digunakan berkas kinerja subsi
pendaftaran hak/balik nama”. Selain itu pegawai arsip yang kurang tertib
administrasi yang jarang mencatatkan blanko peminjaman dan selesai pinjam pada
buku rekapitulasi, hal tersebut berdampak pada kinerja pegawai lain yang ingin
meminjam buku tanah karena harus mencari buku tanah tersebut kedalam
kumpulan buku tanah yang ada di lemari dan baru dapat dipastikan apakah buku

tanah tersebut tersedia atau sedang dipinjam.
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Gambar 3 Rekapitulasi peminjaman buku tanah masih ditulis secara manual dan rekap pinjam dan balik tidak ditulis secara
muntahir.

3. Belum optimalnya kegiatan Validasi Buku Tanah

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sedang melakukan program
Kota Lengkap, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan moderensasi dokumen
Pertanahan melalui aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan).
Berdasarkan arahan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat,
penulis diperbantukan pada bagian validasi, menurut penulis terdapat beberapa
kendala yang membuat belum optimalnya kegiatan validasi khususnya buku tanah,
diantaranya disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia, saat ini jumlah sumber
daya manusia yang betugas untuk validasi secara tetap sebenarnya ada 5 orang,
namun yang melakukan validasi hanya 3 orang, 1 orang diperbantukan untuk
validasi rutin dan 1 orang diperbantukan untuk validasi pengecekan sertipikat,
namun sejak mei para Calon Pegawai Negeri Sipil ditugaskan untuk membantu
petugas validasi. Hal tersebut dinilai tidak sebanding dengan jumlah buku tanah
yang dilakukan validasi ditambah lagi harus dilakukan secepat mungkin. Petugas

validasi juga tidak hanya memvalidasi buku tanah saja, namun juga surat ukur.

Kegiatan validasi dilakukan sejak Mei 2021, dari 44 kelurahan yang ada, sebanyak
9 kelurahan telah selesai dilakukan validasi dan digitalisasi tekstual. Bidang tanah
terpetakan tervalidasi 195.275 dari 233.327 jumlah bidang tanah di Jakarta Pusat.
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Pengerjaan Validasi dari Tahun 2021 terhambat karena pada saat pengerjaan
validasi pertama dibantu dengan pihak ketiga dan terjadi banyak kesalahan dan
berfokus pada Kelurahan Kampung Bali. Pada tahun 2022 dilakukan revalidasi data
yuridis dalam buku tanah dan surat ukur ke dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan
Pertanahan (KKP) karena masih banyak ditemui kesalahan misalnya data belum
terinput di KKP, sehingga diperlukan koordinasi dengan pejabat terkait, dicari
warkahnya dan dipelajari warkahnya, bahkan harus dilakukan konfirmasi dengan

pemegang hak.

=
L

@ Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan

Desa Lengkap :
Dari 44 kelurahan yang ada, sebanyak

2. Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi :
195.275 dari 233.327 jumlah bidang

9 kelurahan telah selesai dilakukan tarah i Talsrts Pocat.

validasi dan digitalisasi tekstual.

Gambar 4 Hasil bidang tanah yang terpetakan tervalidasi, data diambil dari hasil monitoring pelaksanaan kegiatan dan
anggaran semester | Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

MELAYANI | PROFESIONAL | TERPERCAYA
© O © rshoiokatspusst () ATR_aonsskpus () kot ikpus atibon oid (@) 08 302603

BADAN PERTANAHAN NASION.
N PERTANAHAN NASIONAL
,Ramuxmnouzsu

Gambar 5 Buku tanah yang belum terdaftar pada KKP dan 1 nomor hak terdapat 2 buku tanah
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B. Pemilihan Isu

Setelah menemukan isu-isu yang ditemukan di satuan Kkerja, selanjutnya

menentukan pemilihan isu melalui analisis USG sebagai berikut :

Skor USG .
NO Isu U S G Total Skor Ranking
Belum optimalnya layanan loket
1 informasi alir proses peralihan 5 3 4 12 1
hak karena waris;
Belum optimalnya rekapitulasi
2 blanko peminjaman buku tanah 3 3 2 8 3
Belum optimalnya kegiatan
3 Validasi Buku Tanah 4 3 3 10 2
Tabel 2 Analisis Isu dengan menggunakan USG

Keterangan :

1 = Sangat Kecil

2 = Kecil

3 = Sedang

4 = Besar

5 = Sangat Besar

Dari tabel USG tersebut, terlihat bahwa isu belum optimalnya loket informasi alir

proses peralihan hak karena waris memiliki tingkat paling tinggi secara keseluruhan

dalam urgensi, keseriusan, dan keharusan untuk segera ditangani dibandingkan isu-isu

lain.

Sasaran kegiatan ini merupakan seluruh pengunjung yang membutuhkan informasi

alir proses peralihan hak karena waris terutama pemohon prioritas. Oleh karena itu, isu

tersebut dipilih dan dibahas gagasan pemecahannya untuk menunjang ASN agar dapat

bekerja sesuai dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu melaksanakan tugas secara profesional,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kode etik ASN.

16




C. Penentuan Gagasan Pemilihan Isu

Setelah menguraikan isu yang terjadi dan melakukan pemilihan isu yang mempunyai

tingkat paling tinggi secara keseluruhan dalam urgensi, keseriusan, dan keharusan untuk

segera ditangani dibandingkan isu-isu lain, maka ditentukan gagasan pemelihan isu untuk

menyelesaikan masalah terebut, yaitu:

1.

Menyediakan gr code yang memuat mengenai informasi alir proses peralihan hak

karena waris;

Membuat poster tempel yang memuat mengenai informasi informasi alir proses

peralihan hak karena waris yang diletakan pada loket pelayanan;
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat;

Re-Upload konten media sosial yang mengunggah informasi mengenai informasi

alir proses peralihan hak karena waris;

Penambahan Sumber Daya Manusia yang bertugas pada loket informasi disertai

dengan penambahan fasilitas seperti meja kursi untuk loket pelayanan informasi.
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Dalam hal ini metode tapisan yang digunakan adalah metode Mc. Namara yang dipilih sebagai metode analisis untuk menyaring dan menyeleksi

gagasan terbaik yang ditinjau dari aspek efektifitas, efisiensi, dan kemudahan. Tabel 2.2 menampilkan komparasi ketiga gagasan pemecahan isu.

No

Alternatif Strategi

Membuat poster tempel yang memuat

mengenai informasi alir proses peralihan
hak karena waris yang diletakan pada loket

pelayanan

Efektivitas

Efisiensi

Kemudahan

Total

10

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

10

Re-Upload konten media sosial yang
mengunggah informasi mengenai
informasi alir proses peralihan hak karena

waris

11
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5 Penambahan Sumber Daya Manusia yang 3 3 3 9
bertugas pada pelayanan informasi disertai
dengan penambahan fasilitas seperti meja

kursi untuk loket pelayanan informasi

Tabel 3 Analisis penentuan gagasan isu menggunakan Mc.Namara

Keterangan :

1 = Sangat Kecil

2 = Kecil
3 = Sedang
4 = Besar

5 = Sangat Besar

Dari tabel 3 terlihat penyediaan gr code yang memuat proses alir peralihan hak karena waris paling efektif,

efisien, dan mudah dibanding alternatif gagasan ide lainnya.
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Setelah mendapatkan core isu, maka selanjutnya dapat dilakukan adalah mencari
penyebab munculnya permasalahan tersebut. Ada banyak metode untuk mengetahui akar
penyebab dari masalah yang muncul diperusahaan. Metode — metode tersebut antara lain
Brainstorming, Bertanya Mengapa beberapakali (WHY — WHY) dan metode Diagram
Fishbone (Tulang Ikan)/ Cause and Effect (Sebab dan Akibat). Dikatakan Diagram
Fishbone (Tulang lkan) karena memang berbentuk mirip dengan tulang ikan yang
moncong kepalanya menghadap ke kanan. Diagram ini akan menunjukkan sebuah
dampak atau akibat dari sebuah permasalahan, dengan berbagai penyebabnya. Efek atau
akibat dituliskan sebagai moncong kepala sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab
sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Dikatakan diagram Cause and Effect
(Sebab dan Akibat) karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan
akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram sebab-akibat
dipergunakan untuk untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab (sebab) dan
karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu.

Rancangan aktualisasi ini menggunakan metode Fishbone untuk melihat dampak
dari core masalah yang bertujuan agar dapat menentukan bagaimana kegiatan yang baik
dan sesuai dengan kondisi di lokasi pelaksanaan gagasan aktulisasi, diagram fishbone
adalah sebagai berikut :

MATERIAL AL
> »
Ruang Jumlah petugas >
Pelayanan g Kemampuan menangkap |,

imformasi

Kesadaran N Belum optimalnya layanan
: : " pengunjung pertanahan pada loket
> ’ informasi alir proses

peralihan hak karena waris

Informasi

permohonan

Tingkat >
Kunjungan

» | 2
METODE MECHINE

Bagan 2 Diagram Fishbond
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Hal —hal yang menyebabkan belum optimalnya layanan pertanahan pada loket informasi

mengenai alir proses peralihan hak karena waris yaitu:

1.

Belum ada informasi mengenai alir proses peralihan hak karena waris seperti
halnya syarat, jangka waktu dan perkiraan biaya yang sudah ada terpajang pada
loket layanan;

Aplikasi sentuh tanahku juga belum memuat mengenai alir mengenai alir proses
peralihan hak karena waris;

Mengingat tingkat pengunjung yang mencari informasi alir proses sangat tinggi,
berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu petugas loket informasi
pengunjung yang datang untuk menanyakan informasi alir proses peralihan hak
karena waris saja bisa mencapai 5 orang bahkan 15 orang;

Tingginya jumlah pengunjung juga tidak sebanding dengan jumlah petugas,
berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staff tata usaha petugas loket
informasi hanya terdiri dari 2 orang;

Kurangnya fasilitas yang menunjang, pada loket informasi Kantor Petanahan
Kota Administrasi Jakarta Pusat hanya memiliki 1 kursi dan 1 meja juga tidak
sebanding dengan pengunjung yang datang;

Tingginya tingkat pengunjung yang datang juga berpengaruh dengan waktu
layanan karena berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas loket
informasi untuk menjelaskan alir proses waris bisa memakan waktu kurang
lebih sampai 15 menit;

Perbedaan kemampuan menangkap informasi secara langsung dari pengunjung,
berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu petugas loket ada beberapa
pengunjung yang datang berkali-kali untuk menanyakan alir proses.
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Gambar 6 Aplikasi Sentuh Tanahku yang belum memuat mengenai alir proses peralihan hak, hanya memuat syarat, jangka
waktu dan biaya.

Gambar 7 Pada loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah memuat informasi mengenai
syarat, jangka waktu dan biaya, namun belum memuat mengenai alir proses apabila ditambah keterbatasan tempat apabila
alir dibuat poster.
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Gambar 8 Menunjukan fasilitas dan petugas dari loket informasi
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Kondisi Saat ini dan Kondisi yang di Harapkan

1. Kondisi Saat ini
Saat ini, cara yang sering digunakan untuk memperoleh informasi alir proses
perlihan hak karena waris dapat diperoleh dengan bertanya kepada petugas loket

informasi. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya layanan karena pengunjung

harus mengantri lama untuk memperoleh informasi.

Gambar 9 Informasi alir proses peralihan hak karena waris dapat diperoleh dengan bertanya pada petugas loket.

2. Kondisi yang diharapkan

Berdasarkan uraian core isu yang didapat dari fakta dilapangan, adanya qr code yang
memuat informasi alir merupakan bentuk optimalisasi dari pelayanan pada loket
informasi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diharapkan dapat
membantu Kinerja dari petugas loket yang seharusnya 15 menit dapat terpangkas
menjadi 5 menit hal tersebut juga berdampak pada kenyamanan pengunjung yang
tidak perlu antri lama untuk mencari informasi dan membuat pelayanan di Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi lebih baik.

Dengan adanya qr code ini diharapkan sangat memudahkan dari segi cara pakai
karena di era sekarang kebanyakan pengunjung sudah memiliki handphone yang
mempunyai fitur kamera, sehingga dengan membuka aplikasi kamera dan memindai
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gr code pengunjung mendapatkan informasi mengenai alir proses peralihan hak
karena waris serta informasi tersebut dapat disimpan pada handphone, hal tersebut
mengantisipasi dari perbedaan daya tangkap pengunjung sehingga tidak membuat
pengunjung harus berulang kali untuk menanyakan informasi secara langsung.

Penyediaan gr code yang memuat alir informasi proses peralihan hak karena waris
ini merupakan optimalisasi dari layanan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Pusat yang diharapkan dapat memahami, memenuhi dan melebihi harapan
kebutuhan masyarakat yang merupakan perwujudan dari nilai Berorientasi
Pelayanan, selain itu merupakan upaya transformasi digital dalam hal pemberian

informasi pertanahan yang membantu terwujudnya smart governent.

€2 /| INFORMASI ALIR
PROSES PERALIHAN
HAK KARENA WARIS

SCAN ME
Informasi Alir Proses Peralihan Hak
Karena Waris

https://bitly/

el [erpercaya o atr_bpnJakpus o ATRBPNJakartaPusat o ‘ KantahKotaJakartaPusat

Gambar 10 Visualisasi rancangan gr code yang memuat informasi alir proses peralihan hak karena waris, desain ini akan
disempurnakan lagi dengan menambah gr code pada bagian tengahnya dan memerlukan persetujuan dari Kepala Bagian
Tata Usaha.
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Bagan 3 Visualisasi Alir Proses Peralihan Hak secara umum yang di dapat dari Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang akan menjadi isi dari gr code. Bagan
alir ini akan disempurnakan lagi dari mulai proses pembuatan surat keterangan waris
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D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi

Unit Kerja :

Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Identifikasi Isu:

1. Belum optimalnya layanan loket informasi alir proses peralihan hak karena waris;
2. Belum optimalnya rekapitulasi blanko peminjaman buku tanah;
3. Belum optimalnya kegiatan Validasi Buku Tanah

Isu yang Diangkat:

Belum optimalnya layanan loket informasi alir proses peralihan hak karena waris

Gagasan Pemecahan Isu :

Penyediaan qr code yang memuat informasi alir proses peralihan hak karena waris di Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai bentuk optimalisasi terhadap layanan pertanahan di
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diharapkan dapat meningkatkan layanan
secara prima dengan cara memberikan layanan melebihi harapan dari pengunjung dan mengerjakan apa
yang lebih dari diharapkan, wujud dari transformasi digital dalam hal pemberian informasi pertanahan
yang membantu terwujudnya smart governent.
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Tabel 4 MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan| Output/Hasil | Keterkaitan subtansi Kontribusi Penguatan nilai organisasi
dengan mata Visi/Misi
pelatihan Organisasi
1 2 3 A - : :
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Konsultasi dengan

pejabat terkait

Konsultasi dengan
Koorsub Peralihan
Hak dan Pembinaan
PPAT

Mendapat
masukan dan
arahan dari
Koorsub
Pemeliharaan
data hak tanah
dan Pembianaan
PPAT terkait isi
draft

Konsultasi dengan
pejabat terkait
merupakan upaya untuk
menciptakan
keselarasan yang
merupakan aktulisasi

dari nilai HARMONIS.

Konsultasi dengan
pejabat terkait
merupakan sinergi

1SI

Masukan dan
arahan dari pejabat
terkait membantu
terwujudnya
penataan ruang dan
pengelolaan
pertan